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P U T U S A N

Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa  dan  mengadili  perkara   perdata  agama  pada  tingkat

pertama yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat  antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wono Sobo, 22 November

1992,  NIK  XXX,  umur 32  tahun, agama  Islam,

pendidikan SLTA,  pekerjaan Ibu  Rumah  Tangga,

bertempat tinggal di Gang Harapan No.52A,  RT.003

RW.001, Kelurahan Rawa  Makmur  Permai,

Kecamatan Muara  Bangka  Hulu,  Kota  Bengkulu,

Provinsi  Bengkulu,  Kode  Pos  38121,  Nomor

Handphone 085664911356, dalam  hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan alamat

email:  XXXX Selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat; 

Lawan

TERGUGAT,  tempat dan tanggal lahir Kepahiang, XXX, umur 33

tahun, agama  Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan

Buruh Harian Lepas,  bertempat tinggal di Jalan DP

Negara,  RT.002 RW.001, Kelurahan Sukarami,

Kecamatan Selebar,  Kota  Bengkulu,  Provinsi

Bengkulu,  Kode  Pos  38216. Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti

di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024  yang

didaftarkan  di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik

melalui  Aplikasi  e-Court  Mahkamah  Agung,  dengan  register  Nomor

812/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat pada hari  Senin,  tanggal  9  Maret  2015 di  hadapan Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Selebar,  Kota

Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan

Akta Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah

janda tidak ada anak dan jejaka;

3. Bahwa,  setelah  akad  nikah Penggugat dengan Tergugat hidup

membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat

di  Desa  Air  Sebakul,  Kecamatan Talang  Empat,  Kabupaten Bengkulu

Tengah, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

1) Felivi Nurvida binti Dwi Febriansyah, lahir di  Bengkulu,

tanggal 21 Agustus 2015,  umur 9 tahun, pendidikan SD;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat; 

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang  2

bulan,  kemudian bulan  Mei  2015  mulai sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena:

 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan

Penggugat dan anak;

 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat perihal keuangan;
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 Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk

perkatan kasar seperti, mencaci dan menghina Penggugat, sehingga

membuat Penggugat sakit hati;

6. Bahwa pada bulan Desember 2015,  terjadi  puncak perselisihan

dan  pertengkaran  antara  Penggugat dan  Tergugat disebabkan  karena

Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  dan  Tergugat

berbohong kepada Penggugat perihal keuangan karena Tergugat selalu

mengatakan tidak  ada uang.  Sampai  saat  ini  Penggugat dan  Tergugat

telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 tahun dan antara Penggugat

dan Tergugat pernah ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat  dan  Tergugat sudah

pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil

merukunkan keduanya;

8. Bahwa Tergugat  sudah pernah mengajukan gugatan perceraian

ke  Pengadilan  Agama  Bengkulu  dengan  nomor  perkara

0748/Pdt.G/2015/PA.Bn  pada  tanggal  23  November  2015,  akan  tetapi

gugatan tersebut dicabut oleh Tergugat dengan alasan rujuk.

1. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari

Tergugat karena untuk membina rumah tangga  yang  bahagia tidak

mungkin terwujud;

2. Bahwa bedasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah

di  uraikan  di  atas maka Penggugat mohon kepada  Bapak  Ketua

Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in Sugro Tergugat  XXX)  terhadap

Penggugat (XXX);

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan surat  panggilan

(relaas) Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 31 Oktober 2024 dan       14

November  2024 yang dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil

secara resmi dan patut,  sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berfikir

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  didamaikan dan di  mediasi  karena

Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut;

Bahwa,  Majelis  Hakim telah  memeriksa  dan meneliti  kelengkapan

dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa,  oleh  karena  perkara  a  quo  terdaftar  secara  e-court  dan

sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Secara  Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan Court Calender (Jadwal

Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat  tersebut, Tergugat tidak dapat

didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat  tidak pernah

hadir di muka persidangan

Bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:
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A. Surat:

fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Selebar  Kota  Bengkulu  Provinsi

Bengkulu, 0076/011/III/2015 Tanggal 26 Maret 2024, bukti  tertulis tersebut

telah diberi  meterai  cukup,  telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSIi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nofi Niastuti Marulafau dan

Tergugat bernama Dwi Febriansyah; 

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat; 

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami isteri yang menikah pada bulan Maret tahun 2015; 

- Bahwa sepengetahuan saksi  Penggugat  dan Tergugat  bertempat tinggal

bersama  terakhir  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Air  Sebakul

sampai berpisah; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  dikaruniai  satu  orang  anak

perempuan bersama Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun

dan harmonis lebih kurang selama dua bulan namun sejak pertengahan

tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi; 

- Bahwa saksi tidak tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan

dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat

sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat; 

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diminta nasehat untuk keutuhan

rumah tangga mereka; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih sejak akhir

tahun 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun; 

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  damai  oleh  pihak  keluarga  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil; 

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  saksi tidak  sanggup  lagi  untuk  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat; 

2. SAKSI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal  dengan Penggugat bernama Nofi  Niastuti  Marulafau

dan Tergugat bernama Dwi Febriansyah; 

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  hubungan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami isteri yang menikah sekitar awal tahun 2015; 

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

bersama  terakhir  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Air  Sebakul

sampai berpisah; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  dikaruniai  satu  orang  anak

perempuan; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun

dan harmonis lebih kurang selama dua bulan namun sejak pertengahan

tahun 2015 mulai tidak harmonis; 

- Bahwa  sepengetahuan saksi  Penggugat  dan  Tergugat sudah  tidak

bersama lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan

anaknya;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

kurang lebih sejak delapan tahun yang lalu; 

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  damai  oleh  pihak  keluarga  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa  saksi tidak  sanggup  lagi  untuk  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita  acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan inii;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

maka  Tergugat harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan  perkara  ini  dilanjutkan

tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  berdasarkan Pasal  154 R.Bg. dan Pasal  4 Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun   2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, bahwa dalam  perkara  perdata  inklusif didalamnya mengenai

perkara  perceraian  wajib  dilaksanakan  mediasi,  namun  dikarenakan

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir

di  persidangan,  namun  berdasarkan  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan

dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya
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rukun  kembali  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  Penggugat  tetap  ingin

melanjutkan proses persidangan;

Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  yang  terdapat  dalam  gugatan

Penggugat  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  pokok  gugatan

Penggugat adalah disebabkan karena Tergugat tidak  memberi nafkah yang

cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak  yang akhirnya pisah tempat

tinggal  sampai  sekarang sudah 8 (delapan) tahun tanpa memberi  nafkah

lahir maupun batin;

Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,

dapat  disimpulkan bahwa yang menjadi  alasan diajukannya perkara cerai

gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada

Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  salah  satu  pihak

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkannya  gugatan  Penggugat

perceraian  karena  alasan  sebagaimana  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam, maka harus dipastikan  Tergugat telah meninggalkan rumah minimal

dua tahun terhitung sejak  gugatan diterima apabila  Tergugat  menyatakan

atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

sehingga  jawaban  Tergugat  tidak  dapat  didengar,  namun  dengan

berpedoman pada asas cepat,  sederhana dan biaya ringan dalam proses

persidangan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pada proses pembuktian;

Menimbang,  bahwa  dalam  undang-undang  perkawinan  terdapat

prinsip mempersulit perceraian, sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat

secara  formil  dapat  diartikan  menerima  dan  membenarkan  dalil-dalil

Penggugat,  namun  khusus  dalam  kasus-kasus  perceraian  wajib  mencari

kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk
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menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut

hukum  dan  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  863

K/Pdt/1990 tanggal  28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah

dibenarkan  dalam  perkara  perceraian  semata-mata  didasarkan  pada

pengakuan  dan  atau  adanya  kesepakatan  saja,  karena  dikhawatirkan

timbulnya kebohongan. Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah

sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai mitsaqan gholidhon (ikatan

yang kokoh),  sehingga bagi  suami  isteri  haram hukumnya bercerai  tanpa

alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan dalil-dalil mengenai

maksud  tujuannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  maka  sebagaimana

ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-

dalil yang dikemukakannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil  gugatanya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode

(P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu XXX;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagai  akta autentik,  bermeterai  cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

sesuai  dengan aslinya,  maka bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah

dengan  Tergugat pada  tanggal  9  Maret  2015,  relevan  dengan  dalil  yang

hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil,

maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

pada tanggal  9 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  dari  Penggugat  telah  memberikan

keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah
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menurut agama yang dianutnya, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim

menilai  bahwa saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai

saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,

saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar

dan  dilihat  sendiri,  keterangan  yang  diberikan  tersebut  harus  mempunyai

sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi

harus saling bersesuaian satu dengan yang lain; 

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  keterangan  saksi  yang  memenuhi  syarat

materil  sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai  1 (satu) orang

anak;

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa

alasan  sampai  sekarang  sudah  tidak  tinggal  bersama kurang  lebih  9

(sembilan) tahun yang lalu;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Desember 2015;

4. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mengajak Tergugat agar

kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh

Penggugat,  serta  kejadian-kejadian  yang  terjadi  selama  persidangan,

Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta–fakta  dan  akan  Majelis

pertimbangkan sebagai berikut:

1. B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

2. B

ahwa sejak Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
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3. B

ahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

yang  disebabkan  antara  Tergugat  dan  Penggugat  sudah  tidak  ada

komunikasi lagi;

4. B

ahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 9

(sembilan) tahun;

5. Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati

Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat,

namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  menjawab  tuntutan  Penggugat

sebagaimana dalam petitum surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  perceraian  merupakan  pintu  darurat  untuk

menyelesaikan  konflik  dalam  sebuah  ikatan  pernikahan,  oleh  karenanya

perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi

pelbagai  persyaratan  tertentu,  terkait  hal  tersebut  peraturan  perundang-

undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  telah  membatasi  warga

negara  Indonesia  untuk  melakukan  perceraian  kecuali  apabila  terdapat

alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan

pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam, Pasal  76  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, Pasal  34 ayat  (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa

alasan  yang  sah  menurut  hukum,  maka  Majelis  Hakim akan  mendalami,

apakah  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  ada  alasan

perceraian  sebagaimana  yang  diperbolehkan  oleh  hukum islam dan  atau

peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  dalam  perkara  ini,
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Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang

terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yang  terungkap  dipersidangan

diketahui  bahwa  hubungan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis, hal tersebut terlihat dari keadaan antara Penggugat dan Tergugat

sejak Desember 2015 sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang sudah

kurang  lebih  9 (sembilan)  tahun,  dengan  keadaan  seperti  itu  telah

menunjukan bahwa ikatan batin sebagai suami isteri telah rusak dan sendi-

sendi kehidupan rumah tangga telah rapuh;

Menimbang,  bahwa dari fakta di persidangan diketahui pula bahwa

antara   Penggugat  dan  Tergugat  sejak  Desember 2015 berpisah  tempat

tinggal, hal tersebut telah menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak

melaksanakan  kewajiban  masing-masing  layaknya  suami  isteri,  hal  itu

bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  perkawinan  yang  memerintahkan

suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan

untuk  hidup  berpisah  tempat  tinggal  agar  bisa  menjalankan  tugas  dan

kewajiban  sebagai  suami  isteri,  kecuali  apabila  ada  alasan  yang  dapat

dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur

rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri,

oleh  karena  itu  fakta  adanya  pisah  tempat  tinggal  merupakan  bentuk

penyimpangan  dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar

suami isteri  utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga

bukan dengan pola hidup berpisah.  Disamping itu,  Majelis  Hakim menilai

bahwa  dengan  telah  pisahnya  Penggugat  dan  Tergugat  menjadikan  pola

komunikasi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  bisa  dibangun,

padahal  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  harmonis

diperlukan komunikasi yang baik dan berkualitas antara suami dan isteri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Penggugat  tidak

menunjukan i’tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati

Penggugat  supaya  berusaha  rukun  kembali  dengan  Tergugat   namun

Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini

menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan

kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini  juga

mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

masih  dapat  dipertahankan  atau  tidak,  karenanya  apabila  selama  proses

persidangan kedua belah pihak atau salah satu  pihak tidak  bersedia lagi

meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit

untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah

dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga

kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  Penggugat  tidak  ingin

meneruskan  rumah  tangga  dengan  Tergugat  menunjukan  bahwa  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi  dalam rumah tangga sebagaimana tujuan

adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh

Majelis Hakim dengan cara menasihati  Penggugat supaya bisa rukun lagi

dengan  Tergugat,  telah  menunjukan  bahwa  Pengadilan  telah  berusaha

maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun

lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dengan  merujuk  pada  Putusan  Mahkamah

Agung Republik Indonesia tanggal  17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998

yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,

tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

untuk  meneruskan  kehidupan  bersama dengan  pihak  lain,  hal  itu  adalah
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merupakan  fakta  hukum  yang  cukup  untuk  menjelaskan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan kemudhorotan yang ada

dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  maka  jalan  perceraian

merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa

unsur-unsur  untuk dikabulkanya sebuah perceraian berdasarkan Pasal  19

huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang,  oleh  karena  Penggugat  telah  berhasil  membuktikan

adanya  alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam,  sedangkan  usaha perdamaian  sesuai  dengan  Pasal  154  RBg dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di

Pengadilan  tidak dapat  dilaksanakan karena Tergugat  tidak pernah hadir

dan usaha  damai  oleh  Majelis  Hakim sesuai  Pasal  82  ayat  (2)  Undang-

Undang Nomor  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya

dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini

petitum  nomor  satu  dalam  gugatan  Penggugat  patut  untuk  dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu

menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara

ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama,

maka  dengan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  di  atas,  Majelis  Hakim

menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXX), dimana perceraian

antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama,

sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengambil  alih  pendapat

Imam Malik  sebagaimana  dikutip  oleh  Sayyid  Sabiq  dalam kitabnya  Fiqh

Sunnah Jilid II sebagai berikut:
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اليذاء وكان ، الزوج اعتراف أو الزوجة، ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فإذا

بينهما الصلح عن القاضي وعجز أمثالهما بين العشرة دوام معه يطاق ل مما

بائنة طلقة طلقها

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau

dengan  pengakuan  suami,  sementara  perbuatan  menyakiti  termasuk

penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu

hakim  juga  sudah  tidak  bisa  lagi  mendamaikan  keduanya  maka  hakim

memutuskan  ikatan  perkawinan  keduanya  dengan  talak  satu  bain  (bain

sughra).

Menimbang,  bahwa setelah putusan ini  berkekuatan hukum tetap,

maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali

suci  (sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian

tersebut ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal

155  Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat

wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan

pria  lain,  hal  ini  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  pada  Pasal  151

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan,  inklusif  di dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis

drogat  lex  generalis  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat

yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku

serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat

(XXX);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat  musyawarah Majelis Hakim pada

hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua

Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Rusdi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh Nora Addini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

      Hakim Anggota,        Hakim Anggota,

              

     Dra. Hj. Nadimah                       Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

        

Nora Addini, S.H., M.H.
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Perincian biaya:

1. PNBP Rp60.000,00

2. Proses Rp100.000,00

3. Panggilan Rp60.000,00

4. Meterai Rp10.000,00

   Jumlah Rp230.000,00 

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
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